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Abstract 

This study aims to analyze the extent of the supervision carried out by the Department of Environment and 

Sanitation (DLHK) of Pekanbaru City on the distribution of Temporary Waste Disposal Sites (TPS), particularly 

in Marpoyan Damai District. The research uses supervision indicators including procedures, standards, accuracy, 

performance measurement, and corrective actions. A quantitative approach was employed, with data collection 

conducted through interviews and direct interaction at the research site. This research is categorized as a 

descriptive survey, prioritizing questionnaires and interview guides as primary tools for data collection. The 

gathered data was then used to describe the actual conditions in accordance with the research objectives. The study 

focuses on measuring the effectiveness of DLHK's oversight in regulating TPS distribution, considering that 

supervision plays a crucial role in ensuring programs are implemented as intended. Based on the analysis, it is 

concluded that the level of supervision by DLHK Pekanbaru on TPS distribution in Marpoyan Damai District 

falls into the category of moderately implemented. 

Keywords: Supervision, Distribution of Temporary Waste Shelters (TPS) 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap penyebaran 

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. 

Penelitian ini menggunakan indikator pengawasan berupa prosedur, standar kerja, ketelitian, evaluasi 

kinerja, dan tindakan perbaikan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan interaksi langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini 

tergolong dalam jenis survei deskriptif yang mengandalkan kuesioner dan panduan wawancara 

sebagai alat utama untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk 

menggambarkan kondisi nyata di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini 

adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengawasan DLHK dalam mengatur distribusi TPS di 

wilayah yang diteliti, mengingat pengawasan merupakan unsur penting dalam menjamin pelaksanaan 

program berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengawasan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terhadap sebaran TPS di Kecamatan 

Marpoyan Damai berada pada kategori cukup terlaksana. 

Kata Kunci: Pengawasan, Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

 

Pendahuluan 

Lingkungan yang sehat merupakan hal yang paling penting bagi tumbuh dan 

berkembangnya bagi setiap mahluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, mahluk hidup 

merupakan aset penting bagi kemajuan bumi dimasa mendatang, dan tak kalah penting 

adalah mahluk yang bernama manusia, karena manusia tidak akan pernah terpisahkan 

denganalam dan lingkungan. 
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Manusia juga punya tugas penting dalam kemajuan serta melestarikan alam dimasa 

yang akan datang, karena tanpa adanya kerja sama manusia di dalamnya untuk melakukan 

pelestarian, penataan serta perawatan dengan baik, maka lingkungan dan alam akan langkah 

bahkan terancam kepunahan dipermukaan bumi dimasa mendatang. 

Penataan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya 

dapat kita kenal sebagai administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi (dalam Syafiie, 

2003:5), administrasi merupakan serangkaian aktivitas yang berfungsi sebagai proses 

mengatur dan mengendalikan kerja sama dalam suatu kelompok, agar tujuan bersama yang 

telah disepakati sebelumnya dapat tercapai dengan baik. 

Dalam upaya menata serta menjaga kelestarian lingkungan, sudah menjadi 

pemahaman umum bahwa manusia tidak dapat bekerja atau menjalankan segala sesuatu 

secara individual. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan kehadiran dan 

partisipasi pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dan interaksi antarmanusia 

inilah yang menjadi dasar terbentuknya organisasi. 

Sejalan dengan itu, Barnard (dalam Syafiie, 2003:114) menjelaskan bahwa organisasi 

merupakan suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih, yang bersifat non-material 

dan tidak diskriminatif, serta berfokus pada aspek hubungan sosial antarindividu. Dengan 

kata lain, organisasi lahir dari semangat kebersamaan dan interaksi yang harmonis. 

Dalam setiap organisasi, tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan suatu metode atau pendekatan yang terstruktur. 

Di sinilah peran manajemen menjadi sangat penting. Haiman (dalam Zulkifli & Nurmasari, 

2015:5) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu fungsi untuk mencapai tujuan 

melalui aktivitas orang lain, dengan cara mengarahkan dan mengawasi upaya-upaya individu 

dalam suatu sistem kerja yang terorganisasi. 

Seperti yang dijelaskan diatas, setiap kegiatan yang di buat oleh organisasi 

memerlukan suatu pengawasan dari pejabat yang berwenang yang mana pengawasan 

tersebut menurutSiagian (2003; 112) menyatakaan Pengawasan adalah proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi unutuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesua dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya 

Sama halnya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga 

lingkungan masyarakat tetap sehat dan terhindar penyakit, maka pemerintah kota pekanbaru 

membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah agar lingkungan tetap bersih dan 

terhindar dari penyakit, dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup (DLHK) 

yang diberi amanah dalam melakukan pengawasan terhadap TPS yang ada di Kota Pekanbaru 

terkhusus di Kec. Marpoyan Damai. 

Kesehatan merupakan aspek esensial dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) 

serta menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Tanpa adanya 

kesehatan yang memadai, pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh dan utuh 

tidak akan dapat terlaksana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat, sehingga derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal dapat tercapai. 

Maka dari itu persoalan lingkungan ini menjadi hal yang fundamental dan urgen bagi setiap 

orang, bukan saja dari masyarakat bahkan peran serta pemerintah juga seharusnya ikut andil 

dalam membuat suatu aturan yang mengikat bagi setiap orang agar semua orang ikut serta 
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menjaga lingkungan melalui kebijakan yang di ambil untuk kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. 

Berbicara mengenai kebijakan ini maka jangan sampai melupakan bahwa suatu 

kebijakan itu perlu adanya pengawasan dari pejabat yang berwenang yang ditujukan untuk 

mengawasi kebijakan tersebut, menurut Terry pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilakukan untuk 

mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. dalam Moris dan Zulkifli 

(2014;134). Begitu juga pemerintah kota pekanbaru dalam menjaga lingkungan masyarakat 

tetap sehat dan terhindar dari sampah serta penyakit akibat lingkungan yang kumuh, sebagai 

mana yang kita ketahui jika sesuatu itu di letakkan pada tempatnya maka dia akan nampak 

teratur dan sejuk dipandang mata, bagitu juga dengan sampah jika tidak diletakkan pada 

tempat pembuangan sampah maka dia akan nampak tak rapi bahkan bisa berceceran dimana-

mana, sehingga menumbulkan bauk tidak sedap, jika dia dibuang diparit, paritnya 

tersubumbat, jika dibuang di sungai sungai akan tercemar dan banyak efek lain jika sampah 

ini tidak di buang pada Tempat Penampungan Sementara (TPS), maka pemerintah membuat 

aturan terkait pengolahan sampah, supaya lingkungan tetap bersih dan tidak ada oknum yang 

membuang sampah sembarangan terkusus di Kec. Marpoyan Damai. 

Berdasarkan pra penelitian diatas, Masalah yang diperoleh yaitu: 

1. Masalah Sampah yang Menumpuk di Ruas Jalan 

Penulis mengamati bahwa hampir di setiap ruas jalan utama maupun lingkungan 

permukiman di Kecamatan Marpoyan Damai ditemukan tumpukan sampah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, 

Kecamatan Marpoyan Damai tercatat sebagai wilayah dengan jumlah TPS ilegal terbanyak 

kedua dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir. Fakta ini 

mencerminkan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, 

serta adanya pola perilaku yang belum berubah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

2. Kurangnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah, khususnya pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap 

keberadaan TPS ilegal maupun pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan. Salah satu 

mekanisme penegakan aturan tersebut adalah dengan membentuk tim yustisi yang bertugas 

memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Namun, berdasarkan pengamatan di 

lapangan, upaya penindakan ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat 

yang membuang sampah sembarangan tanpa adanya sanksi tegas, karena minimnya 

pengawasan dari petugas yang berwenang di lapangan. 

3. Minimnya Sosialisasi tentang TPS Resmi 

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah, khususnya pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap 

keberadaan TPS ilegal maupun pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan. Salah satu 

mekanisme penegakan aturan tersebut adalah dengan membentuk tim yustisi yang bertugas 

memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Namun, berdasarkan pengamatan di 

lapangan, upaya penindakan ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat 
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yang membuang sampah sembarangan tanpa adanya sanksi tegas, karena minimnya 

pengawasan dari petugas yang berwenang di lapangan. 

Tinjauan Pustaka 

Kata "pengawasan" berasal dari kata dasar "awas", yang berarti menjaga atau 

mengamati. Dalam konteks manajemen dan administrasi, pengawasan merupakan salah satu 

elemen penting dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry (dalam Amiruddin, 2017:12) 

mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menentukan apa yang harus dilakukan, 

menilai pelaksanaannya, dan jika diperlukan, mengambil tindakan korektif agar pelaksanaan 

tetap berjalan sesuai dengan rencana. 

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2014:134), pengawasan berperan dalam 

mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan dan melakukan koreksi bila diperlukan, guna 

menjamin tercapainya hasil yang sudah dirancang. Sementara itu, Firman (2019:8) 

menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses sistematis yang menetapkan standar 

kinerja sejak tahap perencanaan, menyusun sistem umpan balik, membandingkan hasil aktual 

dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dan 

mengambil langkah koreksi agar semua sumber daya dimanfaatkan secara efisien dan efektif 

demi mencapai tujuan. 

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Inspektorat Daerah Buleleng (2016), yang 

menyatakan bahwa pengawasan merupakan langkah sistematik untuk menetapkan standar, 

merancang sistem informasi balik, mengevaluasi kinerja, serta menentukan tindakan korektif 

untuk menjamin penggunaan sumber daya secara maksimal dalam mencapai sasaran 

organisasi. 

Winardi (dalam Djadjuli, 2017:567) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala 

aktivitas yang dilakukan manajer untuk memastikan hasil nyata sesuai dengan yang 

direncanakan. Basu Swastha menambahkan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang 

menjamin tercapainya hasil sesuai harapan. Komaruddin pun berpendapat serupa, bahwa 

pengawasan merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan 

awal, sekaligus memperbaiki penyimpangan yang muncul. 

Iswandir (2015:68) menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan menjamin pencapaian 

tujuan organisasi dan manajemen. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara pengawasan 

dengan perencanaan. Sementara Arsyad (2002:20) menyebutkan bahwa pengawasan 

digunakan untuk mengukur hasil terhadap rencana, memberikan penghargaan pada staf yang 

berprestasi, serta merancang ulang hal-hal yang belum maksimal. 

Menurut Siagian (2003:112), pengawasan adalah proses memonitor pelaksanaan 

aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Pandangan 

Mockler (dalam Siswanto, 2013:139) menekankan bahwa pengawasan merupakan upaya 

sistematis dalam menetapkan standar, menyusun sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kinerja aktual dengan standar, serta melakukan koreksi terhadap 

penyimpangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. 

Mockler (dalam Darwis, 2009:318) juga menguraikan bahwa pengawasan meliputi 

penetapan standar, perbandingan hasil aktual, analisis penyimpangan, dan pengambilan 

tindakan korektif demi keberhasilan tujuan organisasi. Pengawasan tidak hanya bertujuan 

mengevaluasi apakah pelaksanaan berjalan baik, tetapi juga mencakup tindakan korektif dan 

penyesuaian standar secara berkelanjutan. 

Pengawasan pada hakikatnya difokuskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau 

penyalahgunaan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Melalui kegiatan pengawasan, 
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diharapkan proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana, baik secara efektif 

maupun efisien. Fungsi pengawasan juga memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana 

pelaksanaan pekerjaan telah dijalankan. Selain itu, pengawasan mampu mengidentifikasi 

sejauh mana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dilaksanakan serta mengetahui 

bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya. 

a. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan sangat berkaitan erat 

dengan fungsi aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, di mana istilah 

“pengawasan” dijabarkan dalam Pasal 59, yang mencakup lima aspek 

berikut:Pemantauan  

b. Penindakan  

c. Pengendalian  

d. Evaluasi, dan  

e. Pelaporan.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan aktivitas 

yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada konsep pengawasan yang dikemukakan 

oleh Handoko (2013:359), yang digunakan untuk menyusun indikator data operasional 

variabel, yang terdiri dari: 

a. Prosedur – pimpinan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh 

pegawai atau anggota. 

b. Standar – adanya tenggat waktu tertentu dalam penyelesaian pekerjaan. 

c. Ketelitian – terdapat tolok ukur terhadap kinerja pegawai. 

d. Pengukuran pekerjaan – dilakukannya evaluasi atas pekerjaan pegawai. 

e. Perbaikan – pimpinan memberikan koreksi terhadap hasil kerja yang belum sesuai. 

 

Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan survei, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi aktual sebagaimana 

adanya saat penelitian berlangsung. Peneliti melakukan pengumpulan data, 

mengelompokkannya, lalu menganalisis untuk memperoleh rumusan terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana data dikumpulkan 

melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden di lokasi penelitian. 

Populasi mengacu pada keseluruhan subjek penelitian, baik individu, peristiwa, 

maupun objek yang menjadi pusat perhatian studi. Menurut Cooper (dalam Sudaryono, 

2017:165), populasi mencakup seluruh elemen yang dapat diteliti. 

Sedangkan sampel, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (dalam Sudaryono, 

2017:167), merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. 

Sampel terdiri dari sejumlah anggota populasi yang dipilih secara sistematis untuk dianalisis 

lebih lanjut. 
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Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel adalah karateristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalahincidental sampling atau 

accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/ isedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila pandangan orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, dalam hal ini 

teknik pengambilan sampel yang menggunakan sampling accidental adalah terdiri dari Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 1 orang, Karyawan Bidang 

Pengelolaan Sampahdengan populasi 13 orang sedangkan sampel yang dijadikan responden 

5 orangdan masyarakat jumlah populasi siapa saja yang bebetualan berada di dekat lokasi 

penelitian maka itu bisa dijadikan responden penelitian dengan jumlah responden sampel 34 

orang masyarakat yang ada di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Prosedur  

Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau 

anggotanya. Dalam suatu prosedur aturan yang dibuat untuk keberhasilan program yang ada 

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentu perlu langkah yang tepat 

untuk tercapainya suatu tujuan dari DLHK itu sendiri.  

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu bapak Darussalam, S.IP.,M.IP beliau mengatakan dinas 

Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru berkewajiban melakukan pemantauan dan 

penindakan atas tempat pembuangan sampah sementara atas pengelolaan sampah dengan membentuk 

tim yustisi (tim yang bertugas melakukan penindakan terhadap oknum yang membuang sampah 

sembarangan), dan juga pemantauan ini dilakukan setiap minggu itu selalu biasanya ada yang 

memantau di setiap kecamatan bahkan sampai mereka ke gang2 kecil untuk melihat ada atau tidak 

tempat TPS ilegal yang di buat oleh oknum yang bertanggung jawab yang menyebabkan kotornya 

lingkungan masyarakat. 

Saat ini juga Sebagian TPS Resmi ditutup, karena sebagian masyarakat yang bukan penduduk 

asli disitu ikut membuang sampah tempat tersebut, sementara orang itu tidak ikut dalam membayar 

iuran sampah maka warga dan juga petugas DLHK menutup TPS tersebut. 

Supaya sampah tidak melimpah di tempat yang tidak di inginkan maka pihak DLHK mengambil 

inisiatif sekarang melakukan proses pemungutan karena sampah langsung ke tiap-tiap rumah warga 

supaya mengurangi warga membuang sampah ke jalanan atau kuselokan atau drainase, sehingga 

tibanya dari pihak DLHK jemput bola lah jadinya supaya tidak ada lagi orang luar yang membuang 

sampah ke tempat tersebut, dan hak warga yang membayar iuran sampah pun terpenuhi, sehingga 

sekarang mobil sampah langsung membuang ke TPA, tanpa harus menumpuknya terlebih dahulu di 

TPS. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Darmawan, SE beliau 

mengatakan dalam pemantauan secara langsung ini sering kali kita menemukan warga yang 

membuang sampah ke TPS yang tidak resmi namun untuk penindakannya saat ini belum biasa kami 

lakukan seperti denda dan hukum pidana, karena yang membuang sampah ini banyak orang yang 

http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP


 

Journal of Public Administration Review   
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar     Vol. 2 No. 2 Desember 2025

  

1240 

Rizky Maulana1 dan Nurmasari2 

Journal of Public Administration Review Vol 2 No 2 / 2025 

kurang mampu juga, dia gak mampu bayar iuran sampah, lalu kalau kita kenakan denda pakai apa dia 

mau bayar dendanya. 

Berdasarkan observasi penulis di lapangan berbanding terbalik dengan yang 

disampaikan di atas, berdasarkan wawancara penulis dengan seorang warga yang tidak jauh 

tinggalnya dari TPS ilegal di Jl. karya 1 yang bernama ibu Ria , berdasarkan pengakuan beliau 

adalah selam ibu tinggal disini sudah puluhan tahun belum pernah orang DLHK datang untuk 

melarang orang membuang sampah disitu kecuali dua minggu lalu ada dari mobil sampah dari provinsi 

Riau yang mengangkut sampah disitu lalu dia memasang spanduk disitu untuk dilarang membuang 

sampah disitu, itu pun setelah tempat itu di tinggal dan dipasang polis line tapi tetap aja yang buang 

sampah disitu. 

Maka dapat di simpulkan memang sudah ada pemasangan spanduk dilakukan oleh 

orang DLHK namun masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan di TPS yang 

resmi, sehingga wajar hari demi hari ada saja TPS ilegal baru yang meresahkan pemukiman 

masyarakat, namun kalau untuk penutupan TPS resmi supaya orang luar yang ikut 

membuang sampah disitu itu tindakan yang sudah bagus dari pandangan penulis, maka 

inilah juga yang seharusnya jadi pusat perhatian dan juga harus menjalankan tugas utama 

bagi pegawai DLHK untuk mengawasi TPS di sekitar kec. Marpoyan damai, maka dari 

indikator ini prosedur ini dapat penulis simpulkan cukup terlaksana DLHK dalam mengawasi 

TPS di Kecamatan Marpoyan damai. 

Standar  

Adanya batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam melakukan sebuah 

pekerjaan yang tentu perlunya memiliki perencanaan yang matang sehingga mencapai tujuan 

yang di inginkan. 

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan supaya teratur maka kita harus punya SOP yang perlu kita ikuti supaya 

ada target yang harus kita capai terutama dalam melakukan pengawasan di lapangan terkait dengan 

oknum yang membuang sampah sembarangan di membuat tercemarnya lingkungan, walaupun kita 

tertibkan sudah kita buat Standar yang jelas tapi tentu pasti ada penolakan baik dari internal ataupun 

eksternal, seperti susahnya karyawan untuk menyesuaikan jika ada kebijakan baru yang, dari 

lingkungan masyarakat juga sering dapat penolakan seperti dari petugas sudah memasang baliho 

dilarang membuang sampah tapi ada oknum yang mengambil bahkan menyobek spanduk yang kami 

pasang. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Darmawan, SE dalam 

melaksanakan pekerjaan beliau mengatakan dalam melaksanakan pekerjaan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru menjalankan perannya sebagaimana mestinya, dan bekerja 

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga seperti melakukan pengawasan pada 

TPS di sekitar Kec. Marpoyan Damai, supaya tidak ada oknum yang membuang sampah pada tempat 

yang tidak semestinya yang akan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan, maka perlunya 

Standar yang perlu kita ikuti. 

 

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa standar yang di buat oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan kebersihan kota Pekanbaru memang sudah memang sudah bagus 

dari segi konseptualnya, namun untuk penerapannya masih jauh dari kata sempurna dalam 

menerapkan SOP karena sejauh ini belum ada yang di denda ataupun di kenakan sanksi bagi 

yang membuang sampah tidak di TPS, maka dapat di simpulkan masih kurang terlaksana 

DLHK Pekanbaru dalam menerapkan pengawasan dari indikator standar yang telah di buat. 
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Ketelitian 

Adanya pengukuran kerja pegawai, dalam penilaian ini yang perlu di perhatikan 

adalah ketelitian saat dalam mengawasi TPS yang resmi dan tidak resmi sehingga mengurangi 

tingkat kesalahan yang di lakukan oleh setiap petugas yang ada di lapangan, serta 

memperhatikan dampak dari aturan yang di ambil. 

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan maka selalu memperhatikan keselamatan kerja supaya bisa menyelesaikan 

pekerjaan dengan maksimal, karna jika pekerjaan tidak menggunakan septi contoh seperti pelindung 

kepala dan lain sebagainya maka jika ada yang menimpa saat kerja di lapangan maka akan fatal 

akibatnya, dan juga dalam mengambil suatu keputusan harus selalu memperhatikan dampak yang di 

timbulkan supaya tidak ada yang di rugikan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE selaku kepala 

bidang pengelolaan sampah dan kebersihan mengatakan dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab di lapangan pegawai yang bertugas di lapangan harus selalu memperhatikan keselamatan serta 

septi dengan perlengkapan keamanan baik buru yang bagian membersihkan sampah di tiap TPS 

maupun yang mengapa di jalanan dan intinya dibidang kebersihan yang ada di Kec. Marpoyan damai, 

supaya terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, selalu menggunakan perlindungan tangan, sepatu 

bot dan menggunakan masker saat melakukan kerja di lapangan. 

Dalam menjalankan tugas juga petugas yang melakukan pengawasan selalu memperhatikan 

manfaat bagi masyarakat yang tentunya seperti penertiban oknum yang tidak bertanggung jawab 

membuang sampah sembarangan selokan dan drainase, itu tujuannya tentu demi terhindarnya dari 

banjir, selokan tersumbat serta lingkungan tetap bersih dari sampah. 

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan semua yang di sampaikan oleh kepada 

bagian pengelolaan sampah di atas sudah menjalankan di lapangan yaitu sudah terlaksananya 

K3 yang di terapkan saat petugas melakukan kerja di lapangan, sudah memakai masker, 

sepatu dan sarung tangan dan lainnya, namun untuk melakukan pemantauan dan langsung 

untuk melarang orang membuang sampah ke pinggir jalan itu masih kurang menurut penulis, 

bahkan konsekuensi bagi yang membuang sampah sembarangan masih belum diterapkan, 

sehingga belum ada jerahnya bagi yang membuang sampah sembarangan tersebut, maka 

dapat di simpulkan sudah cukup terlaksana DLHK Pekanbaru dalam melakukan pengawas 

terkait dengan indikator ketelitian ini. 

 

Pengukuran pekerjaan  

Adanya evaluasi pekerjaan pegawai sejauh mana pekerjaan yang di lakukan perlu 

adanya perbaikan atau mensupor peningkatan kualitas atau perbaikan sistem yang harus di 

lakukan, demi kemajuan suatu organis, demi tercapainya tujuan instansi itu sendiri, serta 

kepuasan pelayanan bagi masyarakat. 

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP sejauh ini 

sudah jauh nampah perubahan demi perubahan yang diupayakah oleh DLHK untuk mengurangi 

dampak dari pembuangan sampah sembarangan, karna sudah aktifnya pengawasan bagi yang 

membuang sampah di pinggir jalan bahkan di drainase air yang mengakibatkan tersumbatnya parit 

sekitar kecamatan kota Pekanbaru. 

Dalam wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE, beliau mengatakan 

sejauh ini untuk yang seperti kita lihat dari tahun ketahunnya sudah mulai ada perubahan demi 

perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Pekanbaru yaitu dari pihak DLHK untuk melakukan 

penertiban atau melakukan pengawasan terkait sampah ini, namun karena tumbuh kembangnya 
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penduduk yang juga sangat pesat, menyebabkan perlu penambahan anggota atau personil dalam 

menanggulangi sampah ini khususnya di marpoyan damai, sehingga tentu tidak hanya hasil yang 

maksimal yang perlu di tuntut dari kinerja pemerintah, yang utama itu adalah kesadaran masyarakat 

yang perlu ditumbuhkan dalam diri masing-masing masyarakat kita, jika masyarakat kita sudah sadar 

akan membuang sampah sembarangan itu akan berimbas pada dirinya sendiri ataupun orang banyak 

maka saya rasa tidak perlu lagi ada yang mananya pengawasan. 

Berdasarkan pengamatan penulis memang bena adanya bahwa sampah yang 

berserakan, dibuang pinggir jalan, sungai bahkan drainase air pun itu sebenarnya adalah 

kurangnya kesadaran akan bahannya yang di timbulkan oleh sampah ini, setidaknya bagi diri 

kaitan pribadi jika kita tidak bias membersihkan lingkungan maka seperti yang dilakukan 

oleh para petugas kebersihan setiap harinya hendaknya kita buanglah sampah ke tong 

sampah, supaya lingkungan kita tetap terjaga dan terhindar dari banji dan bencana akibat 

ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan 

DLHK telah cukup terlaksana dalam melakukan pengawasan dari segi pengukuran 

pekerjaan. 

Perbaikan  

Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan yang di buat agar suatu 

pekerjaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga memberikan konsekuensi bagi yang 

tidak menaati pekerjaan dan program yang di buat demi kemajuan suatu yang diinginkan 

tercapai. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan kadis DLHK beliau mengatakan proses dalam 

menanggulangi sampah di Pekanbaru ini cukup dibilang lumayan susah untuk mengatasinya, tapi 

kembali lagi bahwa oknum yang membuang sampah sembarangan ini terlalu kreatif menurut saya 

untuk membuat TPS masing-masing sehingga menambah tugas DLHK Pekanbaru untuk 

membersihkannya karena terlalu banyak TPS liar yang beredar di jalanan yang ada di kecamatan 

marpoyan damai khusnya, intinya kalau ada aja 1 kantong sampah yang dibuang sama 1 orang maka 

di hari berikutnya aka nada menyusul sampah dari orang lain yang ikut menumpuk sampah di tempat 

yang sama, jadi seolah-olah seperti semut yang dapat gula, kalau semut satu ekor lalu dia dapat 1 onggok 

gula pasti semut yang lain akan datang dengan sendirinya tanpa ada yang mengundang untuk makan 

disitu, seperti itu jugalah sama halnya dengan orang yang membuang sampah dipinggirkan jalan itu, 

dan sejauh ini DLHK sudah berusaha memaksimalkan pengawasan dan menertibkan TPS- TPS yang 

tidak resmi ini bahkan setiap ada yang kami temukan TPS baru yang ilegal kami berusaha memasang 

himbauan agar tidak membuang sampah di tempat itu, namun untuk konsekuensi ini sendiri belum 

maksimal kami terapkan karna keterbatasan personil kami dalam pengawasan TPS ilegal ini. 

Dalam wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE, beliau mengatakan 

pencapaian dari pengawasan TPS ini tentu menimbulkan efek yang cukup signifikan yang 

menyebabkan berkurangnya TPS liar yang ada dipinggir jalan, namun sebenarnya kurang kesadaran 

dari masyarakat ini terhadap menjaga kebersihan lingkungan jadi disinilah kekurangan yang sangat di 

sayangkan dan menjadi pekerjaan ekstra bagi petugas dalam menertibkannya, terkait dengan 

konsekuensi dalam hal ini dari kami sangat sulit untuk menerapkannya terlebih lagi belum ada suport 

dari gubernur, jika memang ada maka kami rasa akan saying bias membantu penertiban TPS liar ini 

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terkait dengan terkait jawaban dari 

kadis DLHK diatas memang benar adanya memang sebagian sudah dilakukan penertiban 

terhadap TPS ilegal hal ini juga kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk hidup bersih 

dan membuang sampah pada tempatnya, terkait dengan sanksi belum ada orang yang 

membuang sampah sembarangan yang belum dikenakan sanksi sesuai dengan perda yang 
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berlaku, jadi menurut penulis dari DLHK belum melaksanakan sanksi kepada oknum 

membuang sampah sembarangan ini sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku, maka dalam 

hal ini penulis menyimpulkan DLHK kurang terlaksana dalam melakukan pengawasan dari 

indikator perbaikan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka 

dapat diketahui bahwa pengaruh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 

(DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di 

Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) penulis akan memberikan berada 

kategori sebagai berikut: 

Berdasarkan penelitian Pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

Sampah di Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) yang dilihat dari indikator 

diatas diantara-Nya adalah: 

1. Prosedur berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan 

rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sekitar TPS lebih banyak 

yang menjawab cukup terlaksana.  

2. Standar berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan 

rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat selebaran TPS juga lebih 

banyak yang menjawab cukup terlaksana.  

3. Ketelitian berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan 

rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat selebaran TPS juga lebih 

banyak yang menjawab cukup terlaksana. 

4. Pengukuran Pekerjaan berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup 

dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat 

selebaran TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana. 

5. Perbaikan berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan 

Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat selebaran 

TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana. 

Maka dari hasil indikator yang lima yang di ajukan tersebut dari penelitian yang telah 

penulis lakukan mengenai pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 

(DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di 

Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) dapat disimpulkan berada pada kategori 

cukup terlaksana. 
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